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	The aim of this research is to find out, (1) Implementation of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in North Lowu Kelurahan Ratahan. 2) This research is descriptive research with a qualitative approach. Which consists of three informants. Techniques of data collection through observations, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification. 3) The results of this study show that in the implementation of the non-cash food relief program in the northern lowu district the district has not fully run well due to the discovery of inconsistencies.of the results of the research there are obstacles such as: frequent delays in the process of melting BPNT, melt time is not in accordance with the provisions that the process should melt in the month of March but its enforcement is often delayed, less effective communication causes less information / not delivered to the community beneficiary group(KPM). 4) The competence of staff resources is insufficient so that it needs to be improved and the implementation of non-cash food assistance programmes is not in accordance with existing procedures or mechanisms. 
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	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui,1)Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan. 2) Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang terdiri dari 3 informan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/menarik kesimpulan. 3) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mengimplementasikan program bantuan pangan non tunai dikelurahan lowu utara kecamatan ratahan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena ditemukan ketidaksesuaian.dari hasil penelitian terdapat kendala seperti: sering terjadi keterlambatan proses pencairan BPNT,waktu pencairan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya proses pencairan dibulan maret tetapi pelaksaanya sering tertunda, komunikasi yang kurang efektif menyebabkan informasi kurang/tidak tersampaikan kepada masyarakat kelompok penerima manfaat(KPM). 4) Kompetensi sumber daya pegawai kurang memadai sehingga perlu ditingkatkan dan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai kurang sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada.
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I. PENDAHULUAN 
Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara secara terencana ,terarah dan berkelanjutan. PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan program sembako dimana didalamnya terdapat program Bantuan Pangan Non Tunai. 
Mengingat kemiskinan yang semakin meningkat setiap tahunnya, pemerintah telah mencanangkan program yang disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk membantu masyarakat meringankan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.[1]
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program termasuk program Bantuan Pangan Non Tunai. 
Di kelurahan Lowu Utara Tahun 2023 ada 1672 penduduk yang terdiri dari 411 KK dan penerima BPNT ini ada sekitar 92 orang yang menerima. Peraturan Bantuan pangan non tunai ini dilakukan untuk mensejaterahkan rakyat. Banyak yang merasakan manfaat dari program BPNT. Sampai sekarang program tersebut masih berlangsung, akan tetapi berdasarkan temuan, di Kelurahan Lowu Utara  program tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan efektif. Penyebabnya adalah kurangnya informasi dan komunikasi, sosialisasi, berbelit-belit, dan proses pencairan yang tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Sesuai ketentuan waktu pencairan BPNT dilakukan 3 kali dalam setahun. Tahap pertama bulan Maret, tahap kedua bulan juni dan tahap ketiga bulan September, tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu yang seharusnya menerima di bulan maret tetapi pelaksanaan bulan april, mekanisme atau SOP (Standart Operation prosedur) yang seharusnya di ikuti oleh setiap penerima KPM diabaikan, karena  ketika masyarakat datang ketempat pencairan tidak dilengkapi dengan dokumen yang ditetapkan.
Penyaluran BPNT melalui rekening elektronik,   untuk pembelian bahan pangan melalui e-Warung kerjasama dengan bank penyalur yang telah ditetapkan sebagai tempat pencairan/pembelian bahan pangan oleh KPM) . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai langkah efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik [2]. E-Warong merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan internet sekaligus sebagai sarana memperlancar BPNT.[3] Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengakses sebagian pangannya. [4]

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan di Kantor  Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan dengan fokus penelitian pada Program Bantuan Pangan Non Tunai. Sumber data dalam wujud yaitu  1) data primer yaitu Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok.  dan 2) data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik Analisis data, menggunakan analisis data model interaktif untuk menguji data yaitu: a) Reduksi Data, b) Penyajian Data, c) Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi.[5]. Teknik Keabsahan Data, Pengujian keabsehan data, peneliti menggunakan empat kriteria utama yaitu: a). Derajat Kepercayaan, b). Derajat keterahlian, c). Derajat Kepastian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu jenis bantuan pangan sosial yang diberikan pemerintah kepada KPM setahun 3 kali. Bentuknya non tunai dan diterbitkan melalui mekanisme rekening elektronik dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan di pedagang makanan atau e-warong yang bermitra dengan perbankan. sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial yang mencakup program BPNT.
Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar, diberikan bantuan sosial nontunai, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.   Sesuai dengan hasil temuan di lapangan terkait dengan Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Lowu Utara, maka dapat dijel askan sebagai berikut:

1. Komunikasi
Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. [6] Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat di mana penyusunnya melalui berbagai tahapan. [7]
Mengenai Komunikasi terkait dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Lowu Utara, berdasarkan hasil penelitian bahwa belum ada kesesuaian antara aturan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, komunikasi dan informasi yang kurang/tidak tersampaikan kepada masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat dalam hal ini penerima KPM BPNT tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dengan alasan tidak mengetahui adanya pertemuan. Akibatnya banyak anggota kurang memahami dengan jelas program BPNT dan permasalahannya, sehingga memunculkan berbagai pandangan dan pertanyaan tentang keterlambatan proses pencairan.
Pada dasarnya komunikasi merupakan aspek penting dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Ulbert Silalahi (2011: 273) bahwa komunikasi merupakan sarana penyaluran masukan sosial ke dalam sistem sosial. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya komunikasi dalam setiap aktivitas manusia, karena dengan komunikasi yang efektif, setiap informasi dapat tersampaikan kepada penerima pesan, dan penerima pesan merespon isi pesan yang diterima. Melalui komunikasi kelompok penerima manfaat (KPM) mendapatkan informasi yang jelas tentang program BPNT. 

2. Sumber Daya 
Sumber daya manusia yang berkualitas selalu dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. [8] Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan poin penting dalam pelaksanaan kebijakan program ini.[9] Pegawai dalam instansi berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan tugas pokok organisasi.[10] Mengenai Sumber daya Program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Lowu utara, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada pegawai yang kurang dapat memberikan penjelasan tentang program ini ketika ada pertanyaan dari masyarakat/kelompok penerima manfaat, terutama soal keterlambatan pencairan sehingga membuat masyarakat bingung. Padahal sumber daya pegawai adalah aktor utama dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Dalam keadaan demikian, maka sumber daya manusia (pegawai) perlu didukung dengan kompetensi yang sesuai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan menurut Hayat (2017: 81) bahwa kompetensi perlu juga didukung oleh keterampilan yang cukup sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
 Pemerintah Kelurahan Lowu Utara harus mengetahui dengan jelas setiap program yang ada, salah satunya Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) agar supaya dapat menyampaikan informasi yang jelas tentang program dan  permasalahannya kepada masyarakat penerima (KPM) agar  supaya dalam mengimpelemntasikan program dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

3. Struktur Birokrasi
Pembagian wewenang dan sumber dasar untuk melaksanakan kebijakan yang utuh dibutuhkan koordinasi.[11] Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. [12]
Mengenai stuktur birokrasi dalam Program bantuan pangan non tunai dikelurahan Lowu Utara kecamatan Ratahan berdasarkan hasil penelitian ada beberapa masyarakat yang dalam proses pendaftaran KPM/pelaksanaan KPM tidak membawa dokumen-dokumen yang lengkap sesuai dengan prosedur yang diminta. Terjadinya salah penulisan nama sehingga mengakibatkan tidak efisien dalam pendataan
	Untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan lowu utara harus  sesuia dengan prosedur atau mekanisme yang ada, dan pemerintah kelurahan perlu membuat papan informasi agar supaya masyarakat bisa mengetahui  dengan jelas program BPNT dan prosedurnnya sesuai dengan SOP yang ada.
Sesuai peraturan Mentri Sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program bansos dimana didalamnya terdapat program BPNT yaitu Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Dalam menjalankan  program   BPNT   terdapat   standart   operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan  prosedur  yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif .

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan masih Kurang efektif karena: 
Komunikasi antara pemerintah/petugas kelurahan dengan kelompok penerima manfaat (KPM) kurang efektif sehingga informasi kurang tersampaikan yang menyebabkan respon terhadap pesan sangat minim. .
Sumber Daya pegawai kurang memenuhi kualifikasi, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Kompetensi dari sumber daya pegawai belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program, karena pemahaman terhadap program kurang memadai.  
 Dari aspek struktur birokrasi tampak pada prosedur kerja  pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai yang kurang sesuai mekanisme yang ada.
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